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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem ekonomi campuran 

atau dengan nama lain disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila, 

memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk turut intervensi dalam 

pasar melalui penerbitan suatu regulasi. Namun, disisi lain para pelaku usaha 

juga dibebaskan untuk menetapkan harga di pasar dengan tetap 

menyesuaikan pada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Berdasarkan Alinea ke-4 UUD 1945 dan berdasarkan pasal-pasal dalam 

batang tubuh UUD 1945, Dimana negara berkewajiban untuk menjaga 

kesejahteraan rakyat, maka dari itu seluruh tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah harus memperhatikan tingkat kesejahteraan rakyat. Konstitusi 

juga memberikan mandat kepada pemerintah untuk intervensi masalah 

perekonomian masyarakat melalui kaidah-kaidah hukum ekonomi atau yang 

dikenal pula dengan sebutan regulasi ekonomi. Sehingga, peraturan-

peraturan dibawahnya yang kerap disebut sebagai regulasi ekonomi itu juga 

memberi mandat kepada pemerintah untuk campur tangan apabila terjadi 

ketidakstabilan pada harga yang dapat mempengaruhi pasokan dari bahan 

pokok yang bersangkutan. Misalnya seperti UU No. 18/2012, UU No. 7/2014, 

dan peraturan-peraturan lainnya. 

Mengingat bahwa minyak goreng merupakan salah satu komoditas 

yang digolongkan sebagai bahan pokok menurut sejumlah regulasi sejak 

tahun 1963, maka ketersediaannya harus dijaga oleh negara. Namun 

keberadaan Permendag No. 06/2022 yang kemudian dicabut dan diganti 

dengan Permendag No. 11/2022 memunculkan suatu permasalahan baru di 

masyarakat. Dimana, masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap 

regulasi yang dibuat dan setelah Permendag No. 11/2022 diberlakukan, isu 

minyak goreng masih mengalami kelangkaan dan harga terus melambung 

naik karena pelaku usaha dibebaskan menetapkan harga minyak goreng 

kemasan. Maka dari itu, peraturan setingkat Permendag tersebut menjadi 
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tidak begitu efektif dan relevan untuk diberlakukan di masyarakat, dan hal 

tersebut menjadi tidak sesuai dengan hakekat pembentukan regulasi 

ekonomi yang seharusnya dapat memperbaiki keadaan perekonomian 

negara. Selain itu, dibentuknya kedua permendag tersebut menjadi tidak 

sesuai dengan hakekat kewenangan pemerintah dalam melakukan intervensi 

dalam menetapkan harga minyak goreng, karena kesejahteraan rakyat itu 

sendiri menjadi tidak terwujud. Selain itu, Permendag tersebut seolah-olah 

membedakan jenis minyak goreng, padahal dalam regulasi mengenai bahan 

pokok, definisi dari minyak goreng yang termasuk salah satu bahan pokok itu 

tersendiri tidak disebutkan perbedaannya.  

Pemerintah mengatur mengenai penetapan harga minyak goreng 

melalui regulasi setingkat Permendag dan pada pemberlakuannya 

Permendag tersebut tidak mencapai cita-cita untuk menstabilkan harga 

minyak goreng. Melihat pada negara Malaysia yang merupakan negara 

tetangga, negara tersebut memiliki peraturan setingkat UU yang mengatur 

secara khusus mengenai penetapan harga dengan segala kebijakannya secara 

lengkap hingga hukuman pidana terhadap para pelanggarnya. Sedangkan di 

Indonesia pengaturan tersebut hanya disinggung secara garis besar pada UU. 

Dengan kata lain, dengan melihat pengaturan harga di malaysia tampak di 

malaysia peraturan itu cukup satu tapi mencakup semua aspek tidak 

terpisah-pisah seperti yang terjadi di Indonesia. selain itu, UU di Malaysia 

mengatur mengenai sanksi yang lebih tegas mengenai sanksi hukuman 

pidana yaitu penjara bagi para pelanggarnya. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisa penulis di atas, maka terdapat saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Sebelum membentuk regulasi, alangkah lebih baiknya pemerintah 

memperhatikan banyak hal yang cukup esensial seperti dampaknya 

pada masyarakat untuk kedepannya. Dimana, pemerintah perlu 

memperhatikan apakah dengan dibentuknya regulasi itu 
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kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjamin atau tidak. Sehingga, 

pemerintah tidak perlu memberlakukan regulasi secara tergesa-gesa, 

melainkan yang paling penting adalah strategi yang mapan untuk 

membentuk regulasi yang akan diterapkan di masyarakat. 

2. Seharusnya, Permendag mengenai penetapan HET minyak goreng 

tidak perlu membagi penetapan harga terhadap jenis-jenis minyak 

goreng, mengingat dalam regulasi hanya disebutkan minyak goreng 

yang tidak dijelaskan beserta jenis-jenisnya.  

3. Selanjutnya, sebaiknya dalam konteks reformasi hukum ekonomi di 

masa depan, Indonesia bisa mengambil hal baik dari pengalaman 

Malaysia yaitu dengan menyatukan atau mensistematisasi beberapa 

peraturan perUUan yang tersebar mengenai pengaturan 

pendistribusian, penyimpanan, hingga penetapan harga bahan pokok 

ke dalam satu bentuk peraturan berupa UU. Hal tersebut didasarkan 

atas alas an-alasan sebagai berikut: 

1. Kekuatan hukum sangat tinggi, karena UU merupakan produk 

hukum paling tinggi; 

2. Mencakup lintas sektoral, sehingga kekuatannya tidak hanya 

mengatur untuk satu bidang saja (tidak hanya penetapan harga); 

3. Penetapan atau penjatuhan sanksi akan lebih kuat dibandingkan 

peraturannya yang hanya setingkat Peraturan Menteri yang hanya 

dapat menjatuhkan sanksi administratif, sedangkan UU dapat 

menjatuhkan hukum pidana; 

4. Agar lebih transparan pembuatannya, karena melibatkan 

masyarakat yang lain baik itu pengusaha maupun perwakilan 

konsumen ataupun perwakilan masyarakat pada umumnya. 
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